
WALIKOTA BAUBAU

PRQVINSX SULAWESI! TENGGARA

PERATURAN WAL1KOTA BAUBAU

NOMOR: 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

PEMER1NTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Tata Cara
Pengelolaan Kas Non Anggaran;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a
, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Bau-Bau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93
Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4120);

2
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ),

3
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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